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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak
yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan anak
adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Pasal3).

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum untuk dapat
meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu
dengan cara melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya
represif. Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan
dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum
tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya
kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan

penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang
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dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian
sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Selain
upaya preventif dan represif terdapat juga upaya penal yaiu upaya terakhir
atau ultimum remedium, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum
mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum
pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-
sanksi berupa hukuman penjara dan denda.
B. Saran
1. Mengingat betapa bahayanya tindak pidana persetubuhan yang
melibatkan orangtua sebgai pelaku tindak pidana maka, seharusnya
orangtua mempunyai kewajiban untuk menjamin, memelihara, dan
mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan
pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh
pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori
Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha
yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan
pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.
Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban
ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh
undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa
bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak

sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
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Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 23 Tahu 2003
Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai upaya penanggulangan secara preventif dan represif
yang diterapkan saat ini khususnya mengenai mekanisme
menanggulangi sebuah tindak pidana belum dijalankan secara
proporsional sehingga menurut penulis pendekatan yang harus
dilakukan dan di maksimalkan adalah pendekatan melalui tindak
pidana atau secara penal melalui penanggulangan represif sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terukur.
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